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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA PELA YANAN 
KEPELABUHANANPADAUPTD.PELABUHANPENYEBERANGAN 

JUATA KOTA TARAKAN 

Adi Aryanto 
adhiearyanto@gmail.com 

Sekolah Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan retribusi jasa pelayanan 
kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata Kota Tarakan yang 
diatur Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan retribusi berdasarkan regulasi tersebut 
dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih 
secara purposive sampling, terdiri atas pejabat OPD teknis, Kepala Dinas 
Perhubungan, Kepala UPTD, staf lapangan, dan masyarakat pengguna jasa 
pelabuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan retribusi 
jasa pelayanan kepelabuhanan pada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Juata belum 
berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan ini mencakup pada aspek komunikasi, regulasi retribusi telah 
tersampaikan dengan baik di tingkat internal organisasi, meskipun sosialisasi 
kepada masyarakat masih terbatas. Pada aspek sumber daya, terbatasnya sumber 
daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Pada aspek disposisi, kurangnya 
monitoring dari pimpinan meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan 
pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta memiliki komitmen untuk 
meningkatkan pelayanan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan SOP yang 
belum maksimal. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan digitalisasi sistem 
pemungutan retribusi, peningkatan kapasitas surnber daya manusia melalui 
pelatihan teknis, serta optimalisasi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat guna 
meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi dan efektivitas kebijakan. Dengan 
langkah tersebut, implementasi kebijakan diharapkan semakin optimal dan 
berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tarakan. 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kepelabuhanan, Pelayanan, Retribusi 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF PORT SERVICE FEE POLICY AT THE 
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPTD) OF JUATA FERRY 

PORT T ARAKAN CITY 

Adi Aryanto 
adhiearyanto@gmail.com 

Graduate School 
Universitas Terbuka 

This study discusses the implementation of the port service fee policy at the Juata 
Ferry Port Technical Implementation Unit {UPTD) in Tarakan City, as Tarakan 
City Regional Regulation Number 3 of 2023. The purpose of this research is to 
analyze the implementation of the fee policy based on these regulations using the 
public policy implementation theories of Edward Ill This study employs a 
descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, 
observations, and document studies. Informants were selected through purposive 
sampling and consisted of technical government agency officials, the Head of the 
Transportation Office, the Head of UPTD, field staff, and port service users. The 
results of the study indicate that the implementation of Lhe port service fee policy at the 
Juata Ferry Port Technical Implementation Unit (UPTD) has not been optimal. Factors 
affecting the implementation of this policy include communication, as the fee regulations 
have been well communicated within the organisation, although public awareness remains 
limited. In terms of resources, there are limitations in human resources, budget, facilities 
and infrastructure. In terms of disposition, there is a lack of monitoring from leaders, even 
though policy implementers demonstrate an understanding of their duties and functions 
and are committed to improving services. In terms of bureaucratic structure, the 
implementation of SOPs has not been maximised. The study recommends strengthening 
the digitalization of the fee collection system, enhancing human resource capacity 
through technical training, and optimizing public outreach regarding the policy to 
increase compliance and overall policy effectiveness. With these measures, the 
implementation of the policy is expected to become more effective and contribute to 
increasing Tarakan City 's locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, 
PAD). 

Keywords: Implementation, Policy, Port Services, Service, Levy 
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